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ABSTRAK

Mengenai kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan
perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan
izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan.Pemberian izin
didasarkan atas permohgpan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan.Aspek
perizinan menempatks { 3
dari hukum perizigianyahg me el enangan memberikan

atau menol ) ata - ake masalah yang
akan dij dalar )S ' a 6 ‘ Pelaksanaan
Kabupate 9" Be Iﬂ Tahun 2007
Tentang ata Gk 'w‘p an Dan Toko
Modern sertasA alasa ” aan Pemberian
Izin Usaha . : ) s antan T¢ Kablipaten Kuantan
Singingi Berda an Pres J dn’ g Penataan dan
Pembinaan R&s al, Pusa : ’

alitia ' 1@1’-‘ ﬁ dikelompokkan

3 A suatu penelitian
yang dilaku ( acara JSL J § epdperoleh informasi

dan data yal an de ' an e : rvai merupakan
penelitian yang )y “dari s : gunakan kuesioner
atau wawancara®sebagai als an data ghitidn ini dilihat dari
sifat peneliti c di identifikasi , artinya dimana

penelitian ini ap, rinci dan jelas.
Jsg . et Di Kecamatan
Kuantan Tengah Da 3 ) Pera Presiden Nomor
112 Tahun 200 nataan eMmpinaafi-Past alffPusat Perbelanjaan
dan Toko Mod ( i 3 afizin usaha waralaba
yang dimiliki o ha.  Namur 3 a izin usaha yang
dimiliki, para peld . abKuantan Singingi
terkait tidak mem a yammemiliki izin dari ketua
pemuda setempat, RTida dha tersebut berada.
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ABSTRAC

Regarding the authority to grant a permit, it is usually determined in the
licensing regulations, namely the organ or official most related to the material for
which permission is requested. This is a fundamental principle in licensing law.
Licensing is based opgag appllcatlon by fulfilling_tise,required conditions. The
licensing aspect ¢ fi gts/Modren Shops, as

nla ﬁ ‘ ““rﬁ'& t.‘ 2 thorl-ty to grant

Business i Nte § ngi Regency
Gebaseerdiig Side order : Db treffende het
structurere ren v ) cemlra en moderne

winkels en oering van de
verlening inkels in het
district Kug presidentiéle

n bevorderen

en gegroepeerd
inhoudt dat een
informatie en
an deze auteur.

: . populatie wordt
genomen doOFAg ' ] ek gihet belangrijkste
hulpmiddel vooE 3 eve 'ﬂ" is gezien de aard

(C
in observati
onderzoek
gegevens te

The implemé
Permits in Kuantan
Presidential Regulation cerning the Arrangement and
Development of Traditional g Centers and Modern Stores, it is
proven that there is still no franchise Business license owned by business actors.
However, in the absence of a business license, these business actors are also not
subject to sanctions by the Kuantan Singingi Regency Government regarding not
having a business license, the business actors only have permission from the local
youth leaders, RT and RW who are in the business license environment.

Qq Q ; Modern Store Business

Keywords: Implementation, Granting of Permits, Indomaret Modern Store.
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BAB |

PENDAHULUAN

(5) Peratu C \ 3 Penataan dan
Pembinaan radisior hclanjaar d@flern, dan dalam
Pasal 1 ayat

Pedoman Penaia@ embBindan ac Perbelanjaan dan

berbentuk Perkulakan.

Pasal 3 ayat (1), Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pasal 12 ayat
(1) huruf ¢ dan Ayat (2) Peraturan Presiden Rl Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

disebutkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket,

17
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Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. IUTM untuk Minimarket
diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. Pasal 24

ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun

Tradisional, Pusat

e - -
“ ‘ !;‘E“‘ .0@ gan usaha di

2013 tentang Pe

Store, Hypé

Berkemi ) puntungan dan
kerugian yang i d n 03 Elflapatan daerah,
memperlua s E j serta pMasyarakat untuk

memenuhi Ituhan m 1 let: r @ng begitu dekat

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pendirian toko modern
Alfamart dan Indomaret yang disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 112

tahun 2007 menyebutkan bahwa keuntungan besar bagi pengusaha ritel modern

18
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untuk membangun kuasa pasar (market power). Pemerintah kota, menurut
ketentuan peraturan presiden, memiliki kuasa memberikan izin usaha kepada

pengusaha. Permasalahannya adalah di Kabupaten Kuantan Singingi belum ada

mengenal Penataan

ST
“ ?0 ‘ en Kuantan

minimarket. Minimarket hanya bOleh berdiri di lima kecamatan yang dilalui
oleh jalan nasional. Kemudian, minimarket harus menjadi bapak angkat bagi
pedagang usaha kecil disekitarnya. Peraturan ini disampaikan oleh Wakil
Bupati Kuantan Singingi pada saat rapat beberapa waktu lalu.

3. Terdapat minimarket yang lahan parkirnya tidak memadai untuk parkir

kendaraan roda empat. Indrako Mart merupakan minimarket yang tidak

19
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menyediakan lahan parkir untuk kendaraan roda empat. Pembeli yang
memakai kendaraan roda empat memarkirkan kendaraannya dibahu jalan,

sehingga bisa menyebabkan kemacetan.

Menurut _d da glan anan 5 a. Penanaman Modal

Singingi aada. 3(ti 3 mi In itotg keseluruhan
berjumlah .
Singingi.
tentu sanga
Kabupaten
mengingat

membuat ma

«NANAENARY

modern. Usah3

-

] ‘&i
»)
A
O
QD

<

©
D
)
-~
[
&
QD
=
QD

juga dapat men
namun sayangnya
yang ada.
Berdasarkan penelitian penulis yang ada dilapangan, bahwa tidak adanya
izin usaha minimarket yang dikantongi oleh para pengusaha, sehingga membuat
sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengenai
kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan,
yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin.

Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin

20
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didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan.
Aspek perizinan menempatkan bidang usaha seperti Minimarket/Toko Modren,

sebagai bagian dari hukum perizinan yang mengarah pada pemahaman tentang

pelt dan ten Berge

: - o
M“‘ .e@ izinan yang

rakyat.Me i emek a alt oy ndungan dan

fasilitas.!

dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah atau
kepala instansi/ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi disertai identitas dengan pemohon

serta persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi sesuai dengan ketentuan

Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009antara lain :

Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 2004, him. 3

21
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1. Fotocopy Akta Pendirian dan atau perubahan (untuk SIUP Cabang : Akta
Pusat + Cabang/ Penunjukan Pimpinan Cabang).

2. Asli dan fotocopy penerimaan perubahan (bila dalam proses perubahan)

3. Asli dan fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum (PT/Koperasi).

4. Fotocopy Akta Pusat + Cabang/Penunjukan Pimpinan Cabang.

5. Fotocopy SIURERusat yang telah dilegalisir@mkangkap (untuk SIUP dan

6 tuk SIUP dan
7. (
8. 0
20 @' /1) rangan).(*)
11. ﬁ
12. 'ﬁ

o

izin usaha modren seperti

Indrako, In sampai saat ini
perda terseb modren seperti

Alfamart dan

‘Q\\t\%\‘

Usaha Kecil dan Menengah, Perda0a dan Perindustrian Kabupaten Kuantan
Singingi merupakan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi dalam bidang perizinan, sebagaimana yang diatur dalam Permendag No.
46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin

Usaha Perdagangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak usaha

minimarket/Toko Modren yaitu : Indomaret dan Alfamart) di Kabupaten Kuantan

22
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Singingi yang tidak memiliki izin seperti yang ada di Kecamatan Kuantan
Tengah. Untuk itu dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku

usaha harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan

atau biasanya dise > eia. (2 adanye < egiatan usaha dalam

bentuk

W,

ilegal.

foL

melakuka bentuk karya

ilmiah ya oko Modern
Indomaret ntan Singingi

Berdasarka ang Penataan

BN

o Modern.”

aikan diatas, maka

&

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern?
2. Apakah Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian
Izin Usaha Toko Modern Indomaret Di Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112

Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Modern?

23
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian lIzin Usaha Toko Modern

dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti
selanjutnya.
D. Tinjauan Pustaka

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 (dua) orang

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai

24
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tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.?Hukum Administrasi Negara adalah
sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni

bagian hukum mengenai hukum administrasi dari adanya Negara.3 Pengertian
@@

o

=

spesialisasi

administrasi

kreatifitasnya demi mencapai tujuan befsama.’

2 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2004, him. 5

* Prajudi Atmo Sudiro, Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, him. 11

* HAW.Widjaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Graffindo Persada,
Jakarta, 2008, him. 88.

® Mustafa Bachsan, Sistem Hukum Administrasi Negara. PT.Citra Aditia Bakti, 2001, him.45.

® CST. Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
him. 21

" Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Yarsif
Watampone, Jakarta, 1997, him. 23

25
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Untuk mencapai pelaksanaan pelayanan umum tersebut dibutuhkan
aparatur yang berkualitas, memiliki kemampuan dalam melayani, memenuhi

kebutuhan, menanggapi keluhan masyarakat secara memuaskan, sesuai dengan

angkat hukum yang

M\“ .Qg ) sosial dan

t. Dengan
pemberian erintah akan
dapat me

Pelayanan

kesehatan, pendidikan, keamanan, ‘dan ketertiban, bantuan sosial dan
penyiaran.” Dengan demikian yang dimaksud pelayanan publik adalah
pelayanan yang diberikan oleh negara/daerah dan perusahaan milik negara

kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

® Hanif Nurcholish, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta,
2007, him. 175.
*Ibid., him. 176.

26
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Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama : 1)
memberikan pelayanan (service) baik pelayanan perorangan maupun pelayanan

publik/khalayak, 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk

persetujuan  dari A dangu! fangan atas peraturan
pemerintah untuk dala ac arien enyimpang dari ketentuan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan
memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonnya

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi

suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus

©1pid., him. 178
21pid., him.179
12 prajudi Admo Sudirjo, op.cit, him. 94
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atasnya lzin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan”*,

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-

a. dianggap salah.Jadi,
‘Q“‘ .‘9@ daerah yang

: pemerintah
bu peraturan

azaS umum

1. lzin bersifat bebas adalah 1zin sebagai keputusan tata usaha Negara
yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta
organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang
besar dalam memutuskan pemberian izin.

2. lzin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara

yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak

tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya
dan wewenangnya tergangtung pada kadar sejauh mana peraturan

perundang-undangan mengaturnya

3 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gaja Mada Press,
Yokyakarta, 2008, him. 2
¥ MustafaBachsan, Op,Cit, him. 80
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3. lzin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai
sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan

4. lzin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsure-
unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan
kepadanya.

gera berakhir adalah izin_y@ag menyangkut tindakan-
egera be i ang masa berlakunya

pannt

tindakan-
a.
antung pada

2,
r

isinya*targantung pada
&

tetapi masi ‘ Ke 1ya asal saja ; paWang ditentukan
untuk masing ) : 5i negara yang
memperken3

Kata Zina : ' dan sepintas lalu kata

Perizinan adalah salah satU™8 K pelaksanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran,
rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu

usaha yang biasanya hams dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan

>Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
hlm. 173-175
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atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau
tindakan yang dilakukan. Setelah kita memahami arti daripada perizinan maka

timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan? Hukum

ian izin atau bentuk

hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur
itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran

masyarakat adil dan makmur itu terwujud.*’

'®Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2007, him. 210
YIbid., him. 217
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Adapun mengenai tujuan perizinan, yang secara umum dapat disebutkan
sebagai berikut®:

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalag@izin bangunan).

C. ingi 1 “ ji ~ objek-ob 0 *’ terbang, izin

harus dilakukan di dalam praktek pé

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang
dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres
No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelengaraan
fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis,

pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan

BIpid., him. 218
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kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar

kepentingan
orang lain apkan berdasakan
peraturan p pejabat yang
berwenang erintah untuk
menetapkan oleh Undang-

Undang, ata

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” berkenaan dengan arti dan

maksud judul penelitian sebagai berikut :

32



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.*

:5'
%
™
w
i
o
¢

S5

penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk
memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini.

Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, hal. 70

“http://kamus.cektkp.com/pemberian/ diakses tanggal 07 Februari 2021

*!Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, him. 244

“1bid, him. 244

2 https://id.wikipedia.org/wiki/diakses tanggal 07 Februari 2021
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dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data
yang pokok.?*Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat di

identifikasi bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan

2.

ponden berupa
penulis untuk
u/ literatur, dan
bungan dengan

3. Lokasi P
bil lokasi penelitian di
Kecamatan Kuantan Tenga ate aRtan*Singingi. Adapun alasan penulis

memilih  lokasi tersebut, karena™ lokasi tersebut merupakan tempat
dilaksanakannya penelitian penulis dan penemuan objek penelitian yaitu waralaba

sebagai tempat usaha di Kecamatan Kuantan Singingi.

24 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Yokyakarta, 2012,
him. 3
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4. Populasi dan Responden
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama.” Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat

mewakili ) epelitian dah peneliti dalam

m‘n mpel dalam

Responde

=)

10

12

Sumber : Data lapangan Taht

Adapun pengambilan sampel dalam menetapkan responden ini yaitu
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel melalui sensus, mengingat
populasi yang dijadikan sampel sangat terbatas, sehingga penulis memasukkan

semua sampel untuk dijadikan responden.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, him. 118
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5. Alat Pengumpul Data
Dalam melakukan penelitian ini  penulis menggunakan teknik

pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan

melakukan dialog gnden yang ditunjuk

“ anya |
untuk memperole ““ ."

data sekundg ata-d : pddsarkan jenisnya
dari kedua g )ok : g ehgllari wawancara
disajikan dalam el n Ja : € el@njutnya penulis

melakukan analisis denge erikan penafsiran da ghlbungkan kepada

undangan yang berlaku vyaitu, Pepres 112 Tahun 2007 tentang Penataan

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko Modern).

% Burhan Ashshofa,Metode Penelitian Hukum, Cetakan 4, PTRineka Cipta, Jakarta, 2004,
him.58-59.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

pemerintahan atau urusan pé an tertentu yang Dbulat.Sedangkan
“wewenang” hanya merngenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu Saja dari
kewenangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

’Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2003, him. 17
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tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

menjadi
ditetapkan

1)
2)
3)
4)

Dalam eNye } G yang menjadi
kewenangan daera : pemeniNich daerah menjalankan
otonomi  seluas-luasnya mengurus sendiri  urusan
pemerintahan berdasarkan atas asa otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah

pusat dalam menjalankan tugas dapat melimpahkan sebagian urusan kepada

pemerintah atau wakil pemerintah didaerah atau dapat menugaskan ke pada

%pasal 1 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
*’pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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pemerintahan di daerah meliputi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

denganPelayanan Dasar meliputi:*°

a. Pendldlkan

meliputi:

T OS3ITATTSQ OO0 T

Urusan Pemerintahan Pilihan mé

Kelautan dan perikanan;
Pariwisata;

Pertanian;

Kehutanan;

Energi dan sumber daya mineral;
Perdagangan;

Perindustrian; dan

Transmigrasi

S@ e a0 o

*%pasal 12 ayat (1-3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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2. Sumber/ Cara Memperoleh Kewenangan
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas Legalitas, yang bisa

diartikan bahwa pemerintah mendapatkan wewenangnya berdasarkan peraturan

Perundang-undang pgan yang bersumber

‘ ‘ \'ﬂhﬁ“ .’a delegasi dan

Contrarius Actus. Dan perolehan kewenangan yang terakhir adalah mandat,
mandat juga merupakan pelimpahan wewenang, namun dalam mandat baik pihak
yang diberi maupun pihak yang memberi dapat menggunakan kewenangan

tersebut.®

31 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi
Daerah,Mandar Maju, Bandung, 2003, him. 73
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Untuk delegasi dan mandat, pada dasarnya merupakan perolehan
kewenangan melalui pelimpahan, namun masing-masing tetap memiliki

perbedaan, diantaranya:*?

a. Delegasi

1) P tu dengan
g memiliki

2) 3 s 3 s ;
3) dele ' e an Wewenang yang
i : padad yang diserahi
4) Iasan) kepada
_ﬁf ersebut namun
¢Safidan wewenang
5) ab atas pelaksanaan ja pihak yang

b. Mandat

1) Umu al antara atasan
2) anan kewenangan
n atas nama yang
3) 0 ng bilamana mandat
4) .Q truksi (penjelasan) kepada
yang diserahi wewe meminta penjelasan mengenai

pelaksanaan wewenang tere
5) Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada
pada pihak yang memberi mandate.

Dalam suatu struktur organisasi lembaga Negara, umumnya yang terjadi
adalah pelimpahan wewenang.Lembaga Negara dibentuk berdasarkan konstitusi

(UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.Berdasarkan

%2 giswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him. 27-28
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atribusi, pimpinan suatu lembaga Negara memiliki wewenang.Kewenangan ini

tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan lembaga Negara tersebut karenanya

kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis di lapangan pimpinan lembaga

A\

peraturan p

dilimpahk

U IV EN S

di bawahnya, paling
i bawahnya. Persyaratan

a) - 0 gkan dalam bentuk tertulis yaitu

dalam bentuk InstrukS

b) Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab
pejabat yang melimpahkan;

c) Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk
kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara

tersebut;
d) Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan
kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus

3Jimly Asshiddigie,Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Perss, Jakarta,
2005, him. 148

% Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hIm. 8-10
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2)

3)

dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang
melimpahkan;
e) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada
pejabat yang diatasnamakan.
Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)
Merupakan jegiSwpelimpahan wewenang sg@@ka delegasi, untuk beliau
iberl Al a lagi kepada pejabat
igunakan setelah

Kalll wewenang.
&. perintah beliau
Pwenang secara
gani memberi
i sesuai dengan
enang ini yang
glang lainnya, yaitu
pedillesak dan tidak

memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan
bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan

khusus atasnya.

Menurut Prajudi  Atmosudirdjo yang dikuti Philipus M. Hadjon

menerangkan bahwa izin (vergunning) adalah dispensasi dan suatu larangan. Hal

ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak
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berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN).®

Selanjutnya lzin adalah salah satu instrumen yang paling banyak

gunakan izin sebagai

: e oo ol =
saran Y, | R‘Q“‘ .ea dalah suatu

Sl £
1-. il Keter an-ketentuan

peraturan

emperkenakan
orang yan tertentu yang

sebenarnya n yang demi

A ELTY

kepenting

1\\a\a

(misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan

yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau

% Phiipus M. Hadjon, op.cit., him. 142-143
% Soekadiji, Anatomi Pariwisata, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, him. 25.
%" Phllipus M. Hadjon, op.cit., him. 4-5
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kegiatanusaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi
perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu

kegiatan atau usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup

prinsipal, putusan, tidak boleh
ing, artinya

melakukan

suatu perbuatan ie saj 3 g dafam melakukan
tindakan b asarnya dapat
diubah ata adalah untuk
mengatur ti dak seluruhnya
dianggap sa

dan
tidaklah mud Jimaksud dengan
Izin

1)

umumnya melarang suatu
gnkan asal saja diadakan secara
aka perbuatan administrasi Negara
tersebut bersifat suatu izin.

masing masing hal secara
yang memperkenankan perbuata
2) Menurut Prins:
Izin (vegunning) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan
tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga
memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-
masing hal yang kongkrit.
3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger :
Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis
untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat.

*pid., him. 3
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Selain dari pendapat beberapa ahli di atas, juga terdapat pengertian tentang

izin yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

2)

di Daerah. Dalam

unakan dalam

| agai sarana yuridis

{& Jefaii arti luas adalah

3 el dasark fdang-undang atau
Fads il enyimpang dari

ngd memberi izin,
untuk melakukan
al ini menyangkut
kepentingan umum

peraturan.lzin pada urmé flasarkan pada keinginan pembuat
undang-undang untuk menc suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya
dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan
pengawasan sekedarnya.

Pada pokoknya izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang,

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang

¥ jjan Poltak Sinambela, dkk.,Reformasi Pelayanan publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, him.

83
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disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu
bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan

dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang

dalam ketentuan-

menolak perbuatan
kan keputusan
dari kekuasaan

b)
erjaan yang besar
an itu sebenarnya
tah diberikan hak

g izin) yang bukan
Aktual atau kombinasi

kepada perusahaan-perusa
Menurut Ateng Syafrudin bahwa  konsensi merupakan suatu izin
sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga

sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah

0 Adrian Sutedi, op.cit, him. 58
*1y Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta, 2009,hlm.
9
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diberi hak penyelenggaraannya kepada konsensionaris yang bukan pejabat

pemerintah.*

Mengenai konsesi, E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat

suatu peru

pengertian

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari
negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam

melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :*

*Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, him. 15
* E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Penerbit dan Balai
Bukulchtiar, Jakarta, 2001, him.37

“prajudi Atmo Sudirdjo, op.cit, him. 37

*Sri Soemantri,Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit P.T
Alumni,Bandung,1992, him. 136

48



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

- Negara Hukum Klasik
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan
keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.
- Negara Hukum Modern
Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak
hanya sekedg enjaga ketertiban dag tetapi  juga
c eldd 1

pemerintah
beschikkin

menimbulka

Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena
wewenang dapat melahirkan suatu intrumen yuridis, namun yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan
wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
(legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ

pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah.Kewenangan pemerintah dalam
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menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi
kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan

tersebut didasarkan oleh:

n untuk dikeluarkan

A%

2 RALNAN?

mengeluarka

adalah organ y

<
5

(=]
=
=
QO
=
&
o

o
QD
w
QO
=
o
QD
>
<
QD
~
oD
<
S )
c
>
=1
[
~
3
D
o
D
=
O
S,
N
QD
>

yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin.Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan
tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah :

- Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari

sistem perizinan tersebut.
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- Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis,

administrasif dan finansial.

- Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam

sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan
beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi
wewenang izin, macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang

berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah

®C.S.T. Kancil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,Pradnya Paramita,
Jakarta,2003, him. 15
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dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang
konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:

a) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan

' aka pelanggaran atas

LS L

puh prosedur

secara sepihak,

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap
sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai®’:

1) Pengarah
Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
misalnya izin bangunan.

2) Perekayasa
Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan izin.

*" Rachmani Puspitadewi, Hukum Perizinan, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia,
Semester Ganjil, Bandung, 2005, him. 19
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3) Perancang masyarakat adil dan makmur
Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh penerintah
sebelum membangun suatu sistem dan sarana.

4) Pengendali
Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan
dengan hasil guna mengambil tindakaa@yang diperlukan sehingga
kegiatan @ : i : L dengan apa yang

: %‘%\ h! \'\"\\“ .6

5) ’
ang dihadapi.
Secara um
a) Me
en horecawet,
b) Me
ksudkan untuk
atas kegiatan,
ang, prasarana,
gan umum dan
c) Melin
i€TJali penyalahgunaan
liki izin resmi.
d) Membag

3. Urgensi dan Susunan Izin
1) Urgensi Izin
Izin sering kali mengandung arti yang begitu penting bagi pemegang bagi

pemegangnya dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah
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maupun dengan pihak yang lain. Pentingnya sebuah izin, akan diuraikan dibawah
ini, diantaranya:*®

1) Sebagai Landasan Hukum
Dapat dlpaha pilibahwa kegiatan tertentu mg

ang tidak dapat dilakukan
B pemerintah  yang
bagi pelaku

nakan sebagai
gKaligus member
ndahtangankan

jadi instrument
, kepentingan

erintah, karena
memungkinkan

sebagai dasar untuk a
bukti bahwa apa yangQ tan telah mendapatkan hak dari
pemerintah. Artinya bahwa, Kalau menyangkut suatu kegiatan tertentu
dapat dilihat siapa yang diizinkan, sejak kapan, untuk berapa lam,
dilakukan dimana, dan seterusnya.

2) Susunan lzin
Tiap-tiap izin tersusun secara berbeda-beda, bahkan untuk jenis izin yang

sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu

*®Adrian Sutedi, op.cit, him. 15-16
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instansi yang berbeda. Di bawah ini, beberapa bagian yang biasa dicantumkan

dalam keterangan izin: 4

a) Organ yang Berwenang
Di dalam izinghiasanya tercantum nama org@m. pemerintah atau jabatan
enang, orgad i yang mempunyai
jiuk dicantumkan
b)
melakukan
pihak  yang
Hal tersebut
berhak, ikut
c)
kali memuat
3 ini  penting,
g80ahg izin maupun
K mendapatkan
. A d sementara bagi
angai.dikeluackans sekaligus dapat
: etiga merasa terganggu
: aia : J izinkan. Alasan
: ._5-‘ Ditkam ,ﬂ itukdaEat ber(;Jpa_l
abdasar gamiasuk rekomendasi
. mbi angi suatu bidang
Ly
d)
arus jelas. Bagian ini
sebab pada bagian ini
perbolehkan dilakukannya
e) Ketentuan-ketentuan, permé patasan, dan syarat-syarat

Untuk sebuah izin, dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dijadikan
acuan.Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi badan atau pejabat
pemerintah dalam mengeluarkan izin.

Dalam izin, juga seringkali dimuat pembatasan-pembatasan yang harus
diindahkan oleh pemegang izin.Pembatasan-pembatasan tersebut dapat
menyangkut berbagai hal, seperti masa berlaku, batasan dalam
penggunaan, dan sebagainya.Pembatasan tersebut, dimaksudkan sebagai
rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh pemegang izin Dalam izin juga

*“Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002 , hm.
80-81
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seringkali dimuat syarat-syarat tertentu, syarat ini dapat berupa kondisi

tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat digunakannya izin.
f) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Adakalanya untuk izin-izin tertentu juga dimuat pemberitahuan-
pemberitahuan tambahan, misalnya mengenai kemungkinan pengajuan
permohonan ganjangan bila jangka berlakunya izin telah
berakhir. ANISHAE 4 e izin  mau
memid 3 ‘ 1 kepada L‘ asuk megenai

4.
zin akan sama
yaitu yang g N Jajukan permc SE ‘ n syarat-syarat
tertentu, di j merintah yang
bersangkut ; i C ’ aru dikeluarkan
keputusan adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.

4. Alasan yang rnendasari pernpe

5. Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat;
Prosedur adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ
negara/tata usaha Negara/instansi maupun oleh warga masyarakat sebelum
keputusan/ketetapan dikeluarkan. Prosedur diperlukan untuk melahirkan suatu

keputusan yang baik, tanpa mengikuti prosedur tertentu dalam melahirkan
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keputusan sulit dibayangkan akibat hukum yang menjadi tujuan dan suatu

keputusan.*

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban, pelanggar hukum baik

Sanksi ad
Pengelola ( omor | ' puti: paksaan
pemerintah,

atau kegiata

Tindakan penyelamatan
e. Tindakan pemulihan.

Tindakan pemberian izin, pencabutan izin, pengawasan dan pemberian
sanksi seperti di atas adalah merupakan tindakan administratif, sehingga

apabila timbul sengketa maka sengketa tersebut adalah merupakan

M. Abduh, Negara dan Peraturannya, Jurnal llmiah Hukum Dinamika, Edisi 11 Juni 1999,
Tahun VIII, Bidang IImu Hukum BKS-PTN Wilayah Indonesia Barat, him. 1.
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sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yuridiksi Badan
Peradilan Administrasi/PTUN

a. Syarat Teknis

anisme tertentu yang

““““ .rba inan untuk

mengguna A 9 o] ' )emohon dapat
meminta ad¥iicg g kepads ] Diri persyaratan
yang dibutufika , liserahkan clayanar. JSetelah petugas
pelayanan mepnerik : ' N arsyara dgaiflistrasi perizinan

dan dinyatak : < lah tanda terima

sebagai berikut: berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi koordinator
penelitian lapangan. Petugas/tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke
lokasi.Jadwal waktu penelitian lapangan diberitahukan kepada pemohon pada saat
pendaftaran.Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara hasil penelitian

lapangan ditandatangani petugas/tim penelitian lapangan dan pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kepala seksi koordinator penelitian
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lapangan mengadakan rapat koordinasi dengan petugas/tim penelitian lapangan

dan apabila diperlukan dapat melibatkan instansi terkait (untuk kasus-kasus

tertentu). Rapat koordinasi akan menghasilkan tiga kemungkinan: pertama

kemungkinan
permohon kepala seksi
koordinator fee@n" . penelitie apangs ' : apéiapan  retribusi

dan penetapan

pemberitahuan pembayaran retribusi (1ZIn yang ada retribusinya) dan pengambilan

izin, kemudian setelah ditandatangani oleh kepala bagian tata usaha, disampaikan
kepada pemohon. Draf penolakan, penangguhan, atau penetapan izin dan SKRD
setelah dicermati dan diparaf oleh kepala bidang pelayanan kemudian

disampaikan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Surat penolakan atau

59



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

penetapan izin dan SKRD oleh subbagian umum dicatat, diberi nomor dan cap
serta digandakan.

Surat penolakan dikirim kepada pemohon, sedangkan penetapan izin dan

Pemohon datang ke

Nl 'h!\“‘ .fa

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara
tertulis, Jadi pemohon dalam hal ini, pihak yang berkepentingan harus datang,
yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan keputusan yang
dimohonkan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka

penolakan untuk memberikan izin tidak merupakan keputusan tata usaha negara.

*'Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, him.
4-5
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Dari sudut kepastian hukum dan sehubungan dengan penentuan jangka waktu bagi
keputusan atas permohonan, pada prinsipnya permohonan perlu diajukan dengan

tertulis, kecuali bila diatur secara lain oleh undang-undang. Pada umumnya,

menangani

permohona

yang berw:

dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti halnya persyaratan administraif,
Menurut ketentuan yang berlaku terhadap persyaratan yang ada, kadang kala perlu
dilakukan pengecekan ke lapangan dengan maksud dan keperluan tertentu, seperti
memverifikasi syarat tertulis yang sudah diajukan oleh pemohon. Misalnya untuk
permohonan IMB, perlu diverifikasi apakah apa yang digambarkan pemohon

sesuai dengan kebenarannya.
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Untuk mendapatkan suatu izin tertentu, pemohon diwajibkan memperoleh
persetujuan dari warga sekitar tempat kegiatan.Mengenai hal ini dapat

dicontohkan dalam permohonan izin gangguan.Sebelum permohonannya diproses

pemohon izin a[a tetangga tempat

: i B i sl L
dilakukg -@,"‘ ““nma““ .@J

imaksudkan
keputusan.
tangan, maka
51 pasif, yakni
a juga secara
ebagainya kepada
inan benturan
allila masyarakat

bilan keputusan

diterima, penolakan izin atau pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima
akan diberikan bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil
yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam sistem perizinan Pernyataan
tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

a) Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan;

b) Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan;
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¢) Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang.

Penolakan izin terjadi bila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap

pemberian izin. Dalam rangka ini, pertanyaan apakah sistem perizinan memberi

m diisyaratkan
agar pemer ka waktu yang
pantas. Pada penting bahwa

jangka-jangka kadarkeharusan

(setelah diterimanya permohonan).Organ administrasi dianggap telah menolak
memberi keputusan, bila jangka waktu yang ditetapkan undang-undang telah
lewat tanpa diberikannya keputusan atau bila tidak ada penetapan jangka waktu-
jika tidak diberikan keputusan dalam waktu yang pantas.

Satu alternatif lagi ialah bahwa organ pemerintahan dalam jangka waktu

(yang ditentukan atau yang pantas) menyampaikan pemberitahuan kepada
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pemohon yang menyatakan penangguhan keputusan.Pada pemberitahuan ini
organ harus menyebutkan jangka waktu yang pantas dalam mana keputusan dapat

diperoleh.Meskipun ada pemberitahuan demikian, namun warga tetap bisa

mengajukan kebg aktu bagi pemberian

S Vet 'o‘

pemrosesan

penanaman

Setalah pejabat yang berwenang menandatangani izin, maka proses
selanjutnya adalah penyampaian izin. Penyampaian dapat dilakukan dengan
berbagai cara, salah satunya adalah penyampaian langsung, misalnya pada SIM.
Penyampaian izin juga dapat dilakukan melalui media, misalnya surat kabar atau
website. Cara lainnya adalah pemohon dapat mengambil sendiri izin di dinas

perizinan setempat, atau dapat dilakukan via pos, dan sebagainya.
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Setelah keputusan diumumkan secara terbuka, sejak saat itu keputusan

mempunyai akibat-akibat yang mengikat. Keputusan harus dianggap telah diambil

pada saat dimana organ telah menyelesaikan pembentukan keputusannya

hubungannya

dengan permgila : \ i | I keberatan dan

Pengumuman keputusan-keputusan yang ditujukan pada satu atau lebih
yang berkepentingan, seperti keputusan-keputusan perizinan, terjadi dengan
mengirimkannya atau menyerahkannya. Dengan “mereka yang dituju oleh
keputusan” dimaksudkan hanya yang berkepentingan yang dapat dianggap
sebagai yang dialamatkan pada keputusan.

e) Merangkai Produk Hukum dan Peraturan dalam Pembentukan Izin
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Dalam membuatan keputusan berupa izin, badan/pejabat tata usaha negara
harus menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang layak yang berlaku dan berkaitan dengan persoalan yang

diizinkan itu.

e

y ) 5 )

50
-
=

g Pembentukan

ierarki Peraturan

3) Peraturan Pemerintah;

4) Peraturan Presiden;

5) Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 13 menjelaskan mengenai materi
muatan dari peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
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Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi

muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur

blik Indonesia Tahun

N o asal=IN€eg ‘
1945 yag \\\“ .’.

b) Ha :V
c) : ; ian kekuasaan
are 4
d) Wil 5
¢ 1: ,
) Keuanganheg
9) 'ﬂ' dengan Undang-
/
T,
v gang adalah Peraturan
Perundang-undangan yang @ dalam hal ikhwal kegentingan

yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
sama dengan materi muatan Undang-Undang.

3) Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
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mestinya.Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya.

4) Peraturan Presiden;

adangan yang dibuat

oleh Prgs “w@ ‘ b ‘ H\‘\“ '&a‘ iperintahkan

yang dibentuk

prsama  kepala

o
o
&

n
o

daerah.Matg an Daerah foffhi w muatan dalam

bersangkutan. 1zin atau keputusan tata Usaha negara yang dikeluarkan itu terutama
yang berasal dari kewenangan terikat yang dimiliki oleh badan atau pejabat tata

usaha negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang cukup
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beragam dan tersebar dalam berbagai bidang harus diketahui oleh instansi yang

menangani izin untuk dijadikan pijakan®?.

Perizinan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan, hal yang tak

atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang. Perizinan ini
merupakan penetapan atau keputusan yang bersifat positif (pengabulan dari pada
permohonan seluruhnya atau sebagian) dan tergolong pada penetapan positif yang

memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau

*2Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik,
Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005, him. 139
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perorangan.> Perizinan ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh

Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan

melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang

seseorang
Izin Jiberik n bentuk pe .~ Mikking) penguasa.

Pemberian

Pengusaha yang mempra agiatan gha tertentu lazimnya wajib
memperoleh izin tempat usaha, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin
lokasi dan izin pembuangan limbah cair yang merupakan wewenang instansi yang

berbeda.>®

53 S.F.Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2001, him. 72

5 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga
University Press, 2016, him. 126

*Ibid., him. 132
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Instrumen perizinan merupakan larangan mendirikan tempat usaha tanpa
terlebih dahulu memperoleh izin. Undang-Undang perizinan memberi dasar

hukum bagi Walikota/Bupati untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai

berikut:®

batasan-pembatasan, syarat-
. Yang berkepentingan @@ waktu mengajukan permohonan
menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap.

c. Pengenaan denda administratif
d. Pengenaan uang paksa.

Penegakan hukum secara administratif sangat berkaitan dengan Prosedur
Perizinan, karena pemberian sanksi administratif terdiri dari pencabutan izin

operasi dan penghentian izin yang bersifat sementara. Dalam hukum positif

*®Fahmi Wibawa, op.cit, him. 8
*"lbid, him. 31
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Indonesia pada saat ini konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara

daerah perlu

antar susunan
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pegmaberi i odern Indomaret di
[ ngingi Berdasarkan

‘t n “““u‘m ;&‘ enataan .dan

n dapat juga

diartikan 1 : : : 1S3 dari  suatu

tertentu yang sebenarnya dilarang deml memperhatikan kepentingan umum yang
mengharuskan adanya pengawasan.*
Hal pokok pada izin, bahwa sesatu tindakan dilarang kecuali

diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan

%8 Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 167
% Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Op.Cit, him. 3
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dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.

1. Prosedur Pengurusan Izin

tuk mengusahakan

‘ ‘ “““ .9$ tif, bukan

semakin n

begitu tera

ANAGN:

pemerintah
aktivitas dé
dipandang

masyarakat.

Peng

‘1@\\“‘33\

’ﬁh
D
2
)
S
="
o
@
o
)
Q
s

pemerintah da

daerah.Sebab pé * ) acrally untuk menciptakan

Q-’ﬂ.

mendorong pemerintah dae

iklim usaha yang ® J g otonomi daerah telah

m.m*’f

satunya pelayanan di bidang perizinan.

pelayanan publik dan salah

Perbaikan sistem, perubahan fungsi kelembagaan, penyerderhanaan
proses, dan perampingan jenis izin merupakan sebagaian formula yang telah dan
sedang diusahakan. Bahkan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan
yang berkaitan dengan soal perizinan, namun hambatan dalam penanganan

perizinan tetap ada, baik dari sistem, dari pemohon, dari kultur yang berkembang
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dalam masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana serta aparatur pemerintah
sendiri termasuk benturan peraturan yang masih sering terjadi, serta pemasalahan

lain.

pengurusan

pengurusan

karena para

Penanaman

dalam sosialisasi terhadap perizinan usaha waralaba, dengan mengadakan seminar
tentang bagaimana pemberian izin usaha waralaba tidak disalah fungsikan
menjadi ajang permainan judi, namun secara keseluruhan tindakan pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi tidak direspon baik oleh masyarakat, khususnya para
pengusaha pemegang izin usaha waralaba ini. Peran Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi dihalangi oleh para pengusaha yang belum memiliki izin usaha
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waralaba yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi,

karena para pengusaha nakal ini tidak ingin membayar retribusi dari terbitnya izin

usaha waralaba e awatir jika mereka

\ N
‘ ‘ ““‘ .00 en Kuantan
Singingi 3 o gepi ¢Aakan, (2 ja waralaba
mereka.

1. Ta

Kabupaten

waralaba d¢

(ST BN R

. Yo
SR ;
t
.
5

dipenuhi ol

i
wn
[s¥]
=0
D
QD
=
=
[s¥]
o
jsb)

dariDinas Pe
(DPMPTSPTK

prosedur admi o z rnya biaya yang

dikeluarkan dalam .Q ah sementara mereka juga
harus membayar punguta . alipeknum kepolisian, oknum TNI
bahkan unsure kepemudaan dalam berOperasinya usaha waralaba mereka sehari-
hari dan biaya tersebut bukanlah sedikit, ditambah lagi biaya-biaya operasional
yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Maraknya usaha waralaba yang menjamur
di Kabupaten Kuantan Singingi, membuat adanya persaiangan yang ketat dalam

menjalankan usaha waralaba ini.Hal tersebutlah yang menjadi pemicu utama yang

membuat para pengusaha waralaba enggan melakukan pengurusan izin usaha
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waralaba resmi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tetapi tidak semua para pengusaha waralaba yang tidak mematuhi

ar Tradisional,

ngan tersendiri

dari retribusi

dapat terus berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini menjamin keamaan dari
ancaman oknum-oknum petugas yang melakukan pemungutan liar.

Sejauh ini, untukKabupaten Kuantan Singingi, sebenarnya apa yang
dikemukakan di alinea terakhir di atas sudah terjadi (dirasakan). Warga

Masyarakat Kuantan Singingi masih merasa lingkungan hidupnya terganggu oleh
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aktivitas kegiatan bisnis usaha waralaba yang semakin menjamur di beberapa
tempat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, khsusnya di Kecamatan

Kuantan Tengah karena dapat merusak ekonomi dari usaha Toko Kelontong atau

u kepada

responden atau (100 %) menjawabsteldl’ melakukan pendaftaran izin usaha
waralaba ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sampai saat ini izin
tersebut belum dimiliki oleh para pengusaha waralaba.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, maka telah penulis ketahui pada
Tahun 2021 terdapat sebanyak 10 usaha waralaba di Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, maka yang telah mendapatkan atau yang memiliki
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izin usaha waralabayang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan

Singingihanya berjumlah 3 (tiga) orangsaja.

pat penulis paparkan

bahwa gé ‘ ‘ .QJ rakat yang

dijumpai A .. De - pAlisaha waralaba
tersebut.

Dal3 upun | 3 lainnya untuk
dapat berla
dinyatakan aku secara | : 5 penetapan sebagai
keputusan o

harus memenulili sy : andberlaku sah.°

Apabila pelaksanaan pemberian izin usaha waralaba ini terdapat
kekurangan mengenai prosesur, syarat dan isi hal ini dapat mengakibatkan izin

tersebut menjadi batal karena hukum atau dapat dibatalkan. Yang dimaksud batal

% Magnis-Suseno Franz, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, him. 14

. Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi, Alumni,
Bandung, 2001, him. 128.
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karena hukum disini adalah bahwa penetapan dalam bentuk pemberian izin usaha
waralaba dapat berlaku surut dari saat dibuatnya ketetapan tersebut.

Menurut hemat penulis apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh

Peraturan Presidg me ‘ ] 00 ataan dan Pembinaan

2007 Tentang

3an dan Toko

Study Analisis Mengena gkungan (AMDA) dan atau Usaha
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan Lingkungan (LPL)
bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
J. Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas
Pemadam Kebakaran.
Bagi pengusaha Waralaba yang telah mendapatkan izin usaha dari Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

(DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi, maka bagi mereka diwajibkan :
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1. Pengusaha atau pemegang Tempat Usaha, wajib melakukan pendaftaran
ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan membayar retribusi yang telah
ditetapkan

2. Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan Walikota melakukan
pemeriksaan tahunan terhadap setiap izin tempat usaha yang telah
dikeluarkan deg memberlkan surat pemémikasaan tahunan kepada

c ebagai tanda telah

3. - us: m’h“‘%“‘ .’& izin kepada

Dinas Penanam C aye : alll Tenaga Kerja

(DPMPTSPTK)Kabupaten Kuantan Singingi awancars penulis dikatakan

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingimenerangkan kalau dalam hal

pemberian izin usaha waralabaini diperlukan untuk meneliti apakah persyaratan

62 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznanpada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021
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teknis telah dipenuhi oleh pemohon gunanya adalah agar dapat terjaminnya fungsi

kegiatan operasional yang baik agar investasi tidak mubazir, dan pihak

Pemerintahpun lebih mudah untuk penerbitan izinnya.®® Adapun tata cara dari

baik atau

yang jawa

padu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada responden yang
menjawab tidak ada pelaksanaan pendataan usaha waralaba oleh petugas dari

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi.

%3 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznanpada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderntentang

persyaratannya didalam Pasal 6 menyatakan kalau untuk mendapatkan izin usaha

aliy “

pemohon harus g

“'&

(DPMPTSF

persetujuan

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin usaha ini telah membawa perubahan yang besaran pada tataran
masyarakat. Masyarakat yang memiliki modal akan memiliki akses terhadap

usaha waralaba ini dijadikan bisnis yang menggiurkan. Sementara masyarakat

% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021
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lapisan bawah hanya sebagai penonton/partisipan pasif dari kegiatan usaha
waralabaini. Izin usaha waralaba ini telah menimbulkan permasalahan sosial

sendiri dengan menimbulkan status sosial baru dan kesenjangan yang semakin

masyarakat¥a ak m : 1 Masyarakat lokal
yang tidak ese , : e 3 afang sama yaitu
usaha warals

Sela i ; eriginan  Kabupaten

maka akan dIDERIE )EMa afdlasan yang dapat

usaha ini adalah

maka langkah yang paling penting dan utama yang dilakukan oleh Pemohon
adalah mendapatkan izin usaha waralaba tersebut.®
Tata cara mendapatkan izin usaha waralaba menurut keterangan yang

penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten

% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznanpada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021
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Kuantan Singingi menyatakan bagi pengusaha waralaba yang telah beroperasi
tetapi belum mempunyai izin usaha, maka pemohon harus mengajukan

permohonan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal

Kabupaten #iKiué g )€ ahalyang mendapat
izin resmi PE ah | i 3 ’ a dikeluarkan

oleh Dinas g c e yanan Terp: 3 "dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun hal ini sama sekali tidak terjamah oleh aparat hukum dalam hal ini
satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Kuantan
Singingi untuk menindak setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini

menjadi sorotan tajam, apakah kegiatan usaha ini tidak ada pengawasan dari pihak

®Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021
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terkait, maka dari itu pantas saja kegiatan usaha Waralaba di Kabupaten Kuantan
Singingi banyak yang tidak mempunyai izin dan sering dijadikan ajang sarana

perjudian. Selain itu, masyarakat sekitar terkesan tutup mata dari adanya kegiatan

usaha waralaba akabKuantan Singingi

S Napaanett 'e&

Pemerintah
pendapatan
Berdasarka rse enulis an bz etiNonya suatu izin

yang diberik

Pelayanan a3 atu Py gaKesj PSP TK) Kabupaten

mengandung kekurangan adalah tetap sah dan kesalahan tersebut tidak boleh

diganggu gugat atau disangsikan oleh karena hal tersebut berhubungan dengan
azas kepastian hukum dan ketegakan wibawa pemerintah (hand having van het

wetting gezag).®’

%7 Prajudi Admo Sudirjo, op.cit., him. 127
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Adapun syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diuraikan, maka
untuk berlaku sahnya izin usaha Waralaba tadi maka diperlukan lagi syarat-syarat

materil yang meliputi isi dan pejabat yang berwenang dalam membuat izin

tersebut. Menur

dari jabatan.
engakibatkan
ya persoalan-
pabila instasni
utuskan dalam
uar dinas yang

yuridis dalam
tapan pada i

Pradjudi Atmosudiro mengatakan : “Didalam kewenangan terdapat
wewenang. Wewenang adalah kekuatan untuk melakukan suatu tindakan hukum
publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin

dari seseorang pejabat atau Menteri.*®

% Amrah Muslimin, Op.Cit., him. 131
% PrajudiAdmosudirjo Op.Cit., him. 71
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Pandangan Spelt dan ten Berge mengenai hukum perizinan pada umumnya
adalah hukum perizinan yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat mendekatkan

hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui izin, pemerintah memberikan dua

berkisar pa

atau sebalikh

usaha hotel mempunyai akibat hukum Karena di dalam keputusan tersebut memuat
hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang

apabila di langgar akan mendapat sanksi.

" Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Op.Cit, him. 62

88



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Mengenai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi kepada para Pengusaha, penulis telah menanyakan

hal ini melalui kuesioner, untuk selengkapnya dapa dilihat pada tabel dibawah ini

Sumber : D
Daril tabel dia at dilihat jawaba eeéara keseluruhan
menjawab ang d 1k gigurus izin usaha

Waralaba.

merupakan kewajiban bagi pengUse aba untuk mentaati segala yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.Selain adanya prosedur
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemohon Izin juga
harus terlebih dahulu mengurus SIUP, PBB dan lainnya, baru keluar izin
gangguan.

Namun demikian menurut hasil penelitian penulis dilapangan masih

banyak juga usaha Waralaba yang belum memiliki surat izin usaha, hal ini terlihat
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pada jawaban responden pada tabel dibawah ini tentang sudah atau belum

memiliki izin usaha waralaba yang mereka miliki atau tidak mendaftar ulang

kembali surat izin usahanya yang telah habis masa berlakunya.

responden a 0) I awab b ilil Waralabadari Dinas

Penanaman

Kekurangan-kekurangan tersebut terdapat pada pegawai bagian perkantoran tetapi
bukan pegawai perkantoran saja yang kurang melayani dengan baik, ada juga
sebagian pegawai yang melayani sipelanggan dengan baik tetapi sipemohon ada
yang cuek atau anggap remeh dengan cara pelayanan tersebut.

Dalam hal pengurusan izin usaha Waralabaini menjelaskan syarat-syarat

yang akan dilampirkan berarti sudah melayani si pemohon masih ada yang tidak
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melampirkan syarat-syarat tersebut berarti mereka tidak butuh pelayanan, dan
terkadang disaat terjadi kesalahan dalam pembuatan izin pengusahaan dan izin

usaha sipemohon banyak yang menyalahkan pegawai tersebut. Didalam

bungan baik antara

‘ ‘\Q‘F“‘ .@' i terhadap

é

iga menanyakan

NaLN)

hal ini mela el dibawah ini:

(100%) menjawab adanya kesulitan dalam memperoleh izin usaha Waralaba di
Kabupaten Kuantan Singingi. Dari jawaban responden diatas, menurut hemat
penulis kesulitan yang diperoleh oleh para pelaku usaha, disebabkan karena
besarnya izin pengurusan ditambah adanya retribusi yang harus dibayar dari

terbitnya izin usaha waralaba tersebut.
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Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat
dilaksanakan.Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka

kekuatan para igg masi, sehingga dapat

‘ ‘ !nm“‘ .e“ wewenang

. Pelaye i S PMPTSPTK)
Kabupaten ! enyate k f ya disini agar
setiap pelak \ i
yang tidak

Peraturan Pres \ aaml dan Pembinaan

dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan.Dalam hal ini penulis
maksudkan adalah komitmen dari aparatur negara di dalam melaksanakan
pemberian izin tempat usaha waralaba.Sehingga dalam hal ini penulis
menyimpulkan bahwa aparatur negara sebagai pelaksana yang melaksanakan

pemberian izin tempat usaha memegang komitmen dalam melaksanakan

' W. N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
2000, him. 73
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Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang

memiliki izin usaha

0%

Singingi terkait tidak adanya me empat usaha waralaba di Kabupaten

Kuantan Singingi.

Dari jawaban responden diatas dapat penulis simpulkan bahwa dengan
tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga pelaku usaha yang

nakal juga tidak akan membayar retribusi dari izin tempat usaha yang
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sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Moderndan hal ini, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak Pemerintah

Kabupaten Kua Kuantan Singingi
yang b

masyarakat
dalam pe ' . perpajakan
untuk me ’ alui Pajak dan

mber penerimaan
aran-pengeluaran

apkan. Fungsi penerimaan
; ak. Pajak merupakan sumber
penerimaan Negara dimdne pajak dilakukan untuk mengisi kas
Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah baik itu dalam rangka menyediakan barang dan
jasa untuk pelayanan publik maupun digunakan untuk melaksanakan
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula
dengan Pajak Daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada
masyarakat yang beradomisili di daerah tersebut.”

"2 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , PT. Refika Aditama, Bandung. Cet
Pertama Edisi Keempat, 2003, him. 4

® Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (edisi revisi), Rajawali Press,
Jakarta, 2008, him. 14
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Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan sumber pendapatan asli daerah
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemajuan

pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan asli

emek of emampuan daerah
S M T

& tidak lagi

merupakan

baik pemerifita at - daerah {nak el gai alat untuk
melaksanakangkebija al peme ah. Pajak sebs alam kebijakan

fiskal ini digliha - i ' : srekonomian. Selain

bersifat wajib, dapat dipaksakan dan kepada si pembayar pajak (wajib pajak)
pemerintah tidak harus memberi pelayanan yang seimbang. Pungutan ini bersifat
wajib, karena begitu seseorang atau badan hukum ditetapkan oleh pemerintah
sebagai wajib pajak maka orang atau badan hukum tersebut tidak dapat

menolaknya (mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi wajib pajak). Sudah barang

“ Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007, him. 12
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tentu penetapan seseorang atau badan hukum sebagai wajib pajak oleh pemerintah
tidaklah bersifat sewenang-wenang.

Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu (ekonomi,

sosial maupun pe p.tersebut ditetapkan

aly \
‘ M‘\‘ .53‘ umumnye.l

Jawaban Responden Terts Sdnaan Pemungutan Retribusi
Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

No. Jawaban Responden Jumlah Persentase (%)

1. | Melakukan pembayaran - 0%

2. | Sama sekali tidakmembayar 10 100 %
Jumlah 10 100 %

> Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Yokyakarta, Yokyakarta, 2006, him. 27
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Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2021
Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 10 (sepuluh) orang responden

atau (100%) menjawab tidak membayar retribusi dari izin usaha

waralabasebagaim yang ditetap Jalam atu Rresiden Nomor 112

Perbelanjaén g

Su

Penataan ¢ j@gan dan Toko
Moderndap

petugas paj

wRaNEl

pajak. Pel

mereka yan

kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
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sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan

selalu dapat
umum, maka
terhadap pe i seluruh atau
sebahagian

Pada lpufgutan ret emerinta meMberi pelayanan
(manfaat) la n itu, pungutan

retribusi han an (manfaat yang

Pemerintah bertindak sebagai penjual pelayanan dan masyarakat bertindak
sebagai pembeli. Jadi, market transaction berlangsung. Sudah barang tentu
transaksi yang fair (adil) adalah jika besarnya manfaat dari pelayanan yang

diterima pembayar retribusi adalah sama dengan ongkos (uang) yang dibayarkan

oleh pembayar retribusi tersebut.

’® Marihot Pahala Siahaan, op.cit, him. 445
"Ibid.,hlm. 19
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B. Kendala atau Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian lzin
Usaha Toko Modern Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Singingi be
~ L8N
Modal, Pelayan erp - - aM(DPMPTSPTK)

Kabupaten

sekaligus merupakan langkah upaya penataan dan penertibannya agar citra dan

mutu pelayanannya dapat lebih ditingkatkan.Dengan demikian sesungguhnya

pemberian izin usaha waralaba ini adalah merupakan suatu keharusan dan wajar.

"®Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.S0s. M.M pada tanggal 16 Juli 2021
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Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan
bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang

dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan

dalam melakukan

yang harusk an, a . peflen izin usaha.
Pelayanan
pemerintah SBEl3 ; 1 S6 s yat yang telah
membayar akyat yang amb ajak pa pbahwa uang yang

mereka beri aro 3 s dfana-sarana yang

adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara
membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak

dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh

" Rochmat Soemitro, Perpajakan, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, him. 12
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masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus
ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak.%

Deden Saefudin mengemukakan bahwa Undang-Undang pajak dan

peraturan pelaks 1 30i Wajib Pajak yang

N ‘ h\!\“ .Qa

atau sengaj

mematuhi lebih banyak
dibayar Wajib

Pajak, maka'akan'semaki 2] [ asinya. Oleh sebab

ada dikalangan pengusaha yang tidak peduli terhadap pentingnya izin usaha
waralaba ini. Penulis juga menanyakan kepada responden, tentang pentingnya
masyarakat memiliki izin usaha waralaba, untuk mengetahuinya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

®lbid., him. 26
81 Marihot Pahala Siahaan, op.cit., him. 35
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Tabel 111.8
Jawaban Responden Tentang Pentingnya Memiliki
Izin Usaha Waralabadi Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi

pentingnya Sneg ; a war: paten  Kuantan

Singingi.

Hal Jari pengurusan
izin yang ti dikalkulasikan
berapa juml secara bertahap

Kabupaten Kuantan Singingi yang atakan setelah maupun sebelum tempat
usaha siap dibangun maka dibolehkan untuk menerbitkan surat izin Waralaba

dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi
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masih banyak diantara pemilik usaha tidak melakukan pengurusan izin
usahanyawaralaba tersebut.®
Untuk menanggapi hal ini, maka Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada

Dinas Penanamag yda dan Tenaga Kerja

ara  penulis

Daerah di

Q@ . S ratan ata persyaratannya belum
sesuai dengan peraturan dae pehoepaiziatisana Waralaba, kemudian adanya

pengaduan dari masyarakat di sekitar bangunan usaha sehingga ditangguhkan atau

82 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021

8 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznanpada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021
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pembangunan tempat usaha yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan
Rencana Umum Tata Ruang Kota®*.

Menurut hemat penulis ada kendala lain selain yang disebutkan oleh

Kepala Dinas Pg

-
< 1y

b. Kelalaian dari pengusaha sendiri
c. Syarat-syarat dan prosedurnya berbelit-belit

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)

Kabupaten Kuantan Singingi dalam wawancara penulis mengatakan bahwa kalau

8 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021
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setiap izin usaha waralaba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi akan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi jangka

waktunya telah berakhir, maka pihak pengusaha juga masih bisa memperpanjang

pan Modal,

a ‘3
g

(-
D
=
QD
c
>
~—
c
~

sejalan dan
koordinasi

pengembanga

LNl
=

N

No Persentase
1 | SMA 70%
Sarjana 30%
Jumlah 100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021
Peningkatan tertib hukum, tertib wewenang, tertib berusaha harus
diwujudkan untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan dan pengembangan

usaha di Kabupaten Kuantan Singingi.Kemudian hal ini tentunya harus didukung

% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Periznanpada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Hendra Sandi., S.Kom pada tanggal 15 Juli 2021
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dengan sumber daya manusianya yang bekerja di instansi pemerintah harus cukup
memadai.®®

Menurut hemat penulis disamping Permasalahan Sumber Daya Manusia,

salah satu masalak 0 dari Peraturan ) lalah kurang tegasnya
A Vipnantt i)

r;u

LaaNNRRRRRAEY )

%

8 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Mardansyah.,
S.Sos. M.M pada tanggal 16 Juli 2021
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

Usaha Toko Modern Ind® amatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Moderndikarenakan Para Pengusaha Waralaba ini tidak
mematuhi tata tertib tentang pendirian usaha waralaba, sehingga
mengakibatkan matinya penghasilan pedagang kecil di sekitarnya,

ditambah lagi para pengusaha tidak mau direpotkan dengan urusan
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administrasi dalam persyaratan izin usaha waralaba yang dipersyaratkan

oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Saran

j disampaikan
gdur izin dalam

dipersingkat

akan hukum dan menjadi sumber pendapatan bagi Pemkab Kuantan

Singingi lewat retribusi izin gangguan.
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